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Jaksa Minta Keterangan Wabup

Indikasi
Korupsi PDAM
Rp3,6 Miliar

PALU - Komitmen Kajati Sulteng
membidik beberapa pejabat besar
yang terindikasi penyalahgunaan
uangnegara terus dibuktikan. Jumat
(22/11), Wakil Bupati Tojo Unauna
Jamal Djuraejo, memenuhi panggi-
lan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Ten-
gah, untukmemberikan keterangan
terkait laporan adanya indikasi ko-
rupsidi PDAM Touna. Wabup
intai keterangannya dalam Kapasi-
tasnya sebagai Direktur PDAM 2008-
2013. Wabup mendatangi kantor ke-
jaksaan dan menjalani perminta-
an keterangan oleh Direktur Upa-
ya Hukum Eksekusi dan Eksamina-
si (UHEKSI), bidang pidana khusus
sekitar pukul 10.00 wita.

Selain Wabup Touna, dalam pros-
es masih penyelidikan ini, tu-
rut dimintai ket-
erangan Samsuri-
jal Labatjo selaku
ketua Pansus DPRD
kalaitudan kepala DP-
PKAD, Basrin. Ketig-

anya dimintai keterangan dalam pe-
nyelidikan tim pidana khusus Keja-
ti Sulteng.

Usaipemeriksaan, pihakkejaksaan
Tinggi Sulteng belum memberikan
keterangan resmi, karena bebera-
pa pejabat berwenang masih men-
jalani supervisi ke beberapa kabu-
paten, termasuk Kajati Sulteng. Na-

mun dari sumber yang berhasil di- .

himpun, membenarkan perminta-
aan keterangan terhadap Wabup,
Ketua pansus dan kepala DPPKAD
Touna itu, terkait laporan dugaan
penyimpangan dana penyertaan
modal Pemda Tounakepada PDAM,
yangkalaitudipimpinJamal Djurae-
jo sebagai Direktur, sebelum men-
jabat sebagai Wabup.
Sementara, Wabup Jamal Djuraejo
ditemui wartawan di Kejati Sulteng,
membenarkan pemeriksaan dirin-
ya dalam hal meminta keterangan
sekaitan dengan dugaan penyim-
pangan dana penyertaan ke PDAM,
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BERI KETERANGAN : Wabup Jamal Djuraejo
tan Mantan Ketua DPRD Touna
batjo memberikan keterangan
kepada sejumlah wartawan usai menjalani
pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sulteng, di ruang
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dalam kapasitas sebagai man-
tan direktur PDAM. Diakui
Wabup, indikasi penyalahgu-
naandana APBD tersebutma-
suk ke kejaksaan atas laporan
pansus DPRD Touna. Ditan-
va terkait temuan pansus ad-
anya indikasi kerugian nega-
ra Rp 3,6 miliar, Jamal enggan
berkomentar. lamenyerahkan
sepenuhnyakepadakejaksaan
dalam menindaklanjuti lapo-
ran tesebut.

“ya indikasi. Nanti kita ikuti
proses yang sedang berjalan.
Kita berharap semua berjalan
dengan baik,”ujarnya.

Diakui wabup permintan
keterangan tersebutmerupak-
an pertama kali, memenuhi
undangan kejaksaan terkait
dugaan tersebut.

Sementara Mantan Ketua
DPRD Touna, Samsurijal La-
batjo dalam keterangan per-
snya mengaku juga dimin-
tai keterangan dalam kapa-
sitasnya sebagai ketua pan-
sus dalam kasus penyertaan
modal dari Pemda Touna ke
PDAM 2008-2013. ljal yang
dimintai keterangan kurang
lebih selama tiga jam, men-
gatakan dugaan korupsi di tu-

Rp3,6 miliarl
butberdasar
susyangterdiri dari 10 anggota
DPRD Touna. Hasilkerja pan-
sus itu menyimpulkan,
mukan tujuh kasus penyim-
pangan pelaksanaan barang
dan jasa pemerintah.

Tujuh kasus dugaan korup-
si itu terjadi sejak Wakil Bu-
pati HJO-L:JQ men

gan meteran u
rumah di desa Padauloyo ke-

camatan Ampana Tete dengan
nilai kontrak Rp1,3 miliar leb-
ih. Dari kasus ini, proyek yang
dikerjakan PT Sinar Lintang
Sejahtera di tahun 2011 ini,
90 persen fiktif karena data
yang ditemukan pansus saat
turun lapangan, bahwa hanya
275 unit rumah saja yang ada
di desa Padauloyo berdasar-
kan data dari Bappeda Touna.
Sementara data pengakuan
kades Padauloyo, hanya 237
unit rumah saja yang terpa-
sang. “Ada data fiktif sekitar
2.588 unit rumah. Jika pema-
sangan sambungan meteran
per unit rumah Rp483 ribu,
maka kerugian negara adalah
Rp1,2miliarlebih,” terangnya.

Dari kasus ini juga pansus
menemukan kejanggalan di-
mana alamat perusahaan PT
Sinar Lintang Sejahtera yang
berada di Jakarta, ternyata bu-
kan kantor tetapi rumah ting-
galdirektrisnyayangditempa-
ti pedagang sayur.

Kasus lainnya yaitu pen-
gadaan meteran di keca-
matan Ampana Kota dengan
nilai kontrak Rp1,2 miliar ta-
hun 2009. Proyek ini diker-
jakan dengan kontraktoryang

i PT Sinar Lintang Se-

jal mengatakan, pan-
sus menyimpulkan proyek
ini tidak masuk akal lanta-

perjalanan ekspedisi dari Ja-
karta ke Touna memerlukan
kitar tiga minggu. Sisa
18 hari kerja untuk menger-
jakan sambungan 2.200 lebih
unitrumah ituadalah halyang
mustahil,” jelasnya.
Kemudian, temuan pan-
sus lamnya yang dilaporkan
ke Kejati Sulteng yaitu peng-
gelapan uang Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupat-

en Touna yang bersumber
dari Koperasi Ue Magali, unit
usaha PDAM Kabupaten Tou-
na. Oknum PDAM Touna di-
duga menilep PAD sebanyak
Rp488 juta lebih kurun wak-
tu 2008-2013, yang didapat-
kan dari pendapatan kopera-
si Ue Magali yang tidak dise-
tor ke kas daerah. “Temuan ini
diperoleh dari selisih neraca
kas koperasi Ue Magali yang
telah disetor ke bendahara
PDAM Tounasebanyak Rp548
juta lebih, namun yang dise-
tor ke rekening PDAM di BRI
sebagai PAD hanya Rp60 juta
saja. Disini pemnda Tounasela-
lumerugi, karena harus mem-
berikan modal ke PDAM, teta-
pi pendapatan PDAM sebagai
PAD tidak disetor semuake kas
daerah,” jelasnya.

Proyek lain yang berma-
salah di tubuh PDAM Touna
adalah pengadaan mesin air
minum dalam kemasan yang
dikerjakari oleh kontraktor CV/
Bagaskara dengan nilai kon-
trak Rp414 juta lebih pada ta-
hun 2008. Ijal mengatakan,
proyek pengadaan ini terke-
sanmarkup karena hargame-
sin tersebut tidak ada standar
harga pemnda maupun harga
pembanding.

Di kasus pengadaan mesin
air minum dalam kemasan
ini, pansus menemukan in-
dikasi pemalsuan dokumen.
“Setelah tim pansus melaku-

kan pemeriksaan Ke panitia

lelang atas nama Ramli Nat-
sir ternyata tandatangan yang
di dokumen lelang bukan
tandatangannya. Selain itu
proyek pengadaan mesin air
minum dalam kemasan ini
hanya penunjukan langsung
dan tidak merujuk ke Kepu-
tusan Presiden Nomor 80 Ta-
hun 2003 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Ba-

rang dan Jasa Pemerintah,”
jelasnya.

Ijal mengatakan, seluruh
proyek yang dikerjakan oleh
Dirut PDAM yang sekarang
menjadi Wabup Touna ini
penuh kejanggalan dan ber-
masalah. Pasalnya sebagian
besar proyek di PDAM Tou-
na dikerjakan oleh kontrak-
toryangsama yaitu CV Bagas-
kara dan PT Sinar Lintang Se-
jahtera, dimanakedua perusa-
haan ini dipimpin oleh sepa-
sang suami istri, direktur CV
Bagaskara adalah Sugiharto
sementara direktur PT Sinar
Lintang Sejahtera ialah Hern-
ingsih, istri dari Sugiharto.

ljalmenyontohkankasuslain
di tubuh PDAM Touna ialah
proyek pengadaan aksesoris
dan sambungan rumah di ke-
camatan Ampana Kota yang
dikerjakan oleh CV Bagaska-
ra dengan nilai kontrak Rp570
juta lebih. Kemudian proyek
pengadaan aksesoris dan alat
bantulainnya dikerjakan oleh
PT Sinar Lintang Sejahtera
dengan nilai kontrak Rp96
juta lebih. “Padahal PT Sinar
Lintang Sejahtera ini adalah
perusahaan yang berkualifi-
kasi menengah, kok ikut juga
mengerjakan pekerjaan kual-
ifikasi kecil,” jelasnya.

Menurut Ijal, pansus men-
emukan banyak kasus KKN
di tubuh PDAM Touna. Dari
temuan pansusitu, sedikitnya
terdapat delapan proyek yang
bermasalah. Dan atas respon
keresahan masyarakat, DPRD
Touna membentuk pansus
PDAM. Ijal mengapresiasi
Kejati Sulteng saat ini karena
telah merespon temuan Pan-
sus DPRD Touna. Dimana, ka-
tanya, pansustelah melapork-
an kasus ini tahun lalu, tapi ti-
dak mendapatkan tanggapan.
(awl/bar)




